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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR <% TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2017-2022 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu
disusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2019,

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun
harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah [(RKPD)
sebagail satu kesatuan yang utuh dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
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Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan HRencana Pembangunan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 — 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
RHancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP-D) Kabupaten Sarclangun Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor
5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
tahun 2017 Nomor 10};

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah [(RPJM-D) Tahun 2017-2022 (Lembaran Darah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 04).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarclangun Nomor 11 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 [(Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 11};

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Berbasis Teknologi Informasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sareolangun (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 38);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat mi yvang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom,

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.

5. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun yvang berkedudukan
sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan Daerah,

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yvang selanjutnya disebut dengan
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
vang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan vang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnyva guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dava
yvang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun,

10, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnyva disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 [satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah vang
selanjutnva disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OFD)
adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Organisasi Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat OPD  adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku  Pengguna
Anggaran,Pengguna Barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah vang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijjakan Umum APBD vang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiavaan serta asumsi
yvang mendasarinva untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program pricritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yvang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan OFD serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penvusunan APBD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan vang selanjutnva disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan vang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tuwjuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
vang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan adalah Bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
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suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber dava
baik vang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan {output)

dalam bentuk barang dan jasa,

BAB 11
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tahapan Penyvusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi :

a. Persiapan Penyvusunan RKPD

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

c. Penyusunan Rancangan RKPD;

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;

f. Penetapan RKFPD.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun
Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilaksanakan melalui
urutan kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan Penvusunan RKPD;

o

. Penyusunan Rancangan Awal RKFPLD;

)

. Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrenbang) Desa/Kelurahan;

o

. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan,

H

Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten;

=

. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Il
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019
disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarclangun Tahun 2017-2022, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP] Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2019, Renja SKPD, Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten
dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarolangun, yang memuat
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarcolangun Tahun 2019
sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 {satu) tahun yang dilaksanakan mulai

tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan menjadi

pedoman bagi :

a. Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD
(Renja-SKPD);

b. Penyvusunan Kebijjakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD;

c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD| Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB 1V
FELAPORAN KINERJA
Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian

tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, disampaikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarcolangun paling

lambat 14 (empat belas] hari setelah berakhirnya triwulan yvang bersangkutan.

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya vang diajukan oleh SKPD vang
bersangkutan.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun wajib
menelaah kesesuaian antara Kebijjakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas Plafon
Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD} Tahun 2019 hasil pembahasan bersama
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dengan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD] Tahun 2019,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 29 v 2018

[} BUPATI SAROLANGUN,

TELAH DITELITI KEBENARANNY A

T WABAS HUKLIM GAMN Han | é
I ™. -

;L"F’t?&%ﬂﬂl? I%E

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2% Juni 2018

AHMAD NASRY, a4
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR.. 52



